
 

 

EFEKTIVITAS PEMEKARAN KABUPATEN SUKABUMI  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

 

OLEH: 

IBNU TAYMIYYAH 

20103040003 

 

PEMBIMBING: 

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM. 

 

 

 

PRODI ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2023  



 

ii 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

  



iii 

 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

  



iv 

 

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

 



v 

 

ABSTRAK 

 Pemekaran daerah merupakan suatu tindakan strategis yang bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan wilayah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemekaran Kabupaten Sukabumi dalam 

konteks otonomi daerah. Kabupaten Sukabumi adalah salah satu wilayah di 

Indonesia yang telah merencanakan pemekaran dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber 

daya alam. Namun, seiring dengan pemekaran tersebut, muncul pertanyaan tentang 

sejauh mana efektivitas pemekaran ini memengaruhi urgensi calon daerah 

persiapan otonomi baru. 

 Penelitian ini menggunakan metode penyusunan hukum empiris dengan 

mengkaji teori efektivitas, teori desentralisasi, dan diperkuat dengan konsep 

pemekaran daerah. Pendekatan penyusunan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis-empiris. Berdasarkan objek penelitiannya pengumpulan data dalam 

penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 

 Hasil penelitian ini mengungkapkan belum efektifnya pemekaran di 

Kabupaten Sukabumi dan implikasinya terhadap calon daerah persiapan otonomi 

baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Kabupaten 

Sukabumi pada dasarnya didorong oleh ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi 

di wilayah selatan dengan wilayah utara Kabupaten Sukabumi, di wilayah selatan 

sendiri khususnya bagian Pajampangan dinilai mengalami ketertinggalan 

dibandingkan dengan wilayah utara Kabupaten Sukabumi, kemudian untuk 

efesiensi administrasi Pemerintahan karena Kabupaten Sukabumi dinilai terlalu 

luas dan sudah terlalu padat. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pemekaran Daerah, Dampak.  
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ABSTRACT 

 Creation of new districts is a strategic action aimed at improving public 

services and regional development. This research aims to analyze the effectiveness 

of the expansion of Sukabumi Regency which has an impact on the urgency of 

prospective regions preparing for new autonomy. Sukabumi Regency is one of the 

regions in Indonesia that has planned expansion with the aim of improving the 

quality of public services and optimizing human and natural resources. However, 

along with this expansion, questions arise about the extent to which the 

effectiveness of this expansion influences the urgency of prospective regions 

preparing for new autonomy. 

 This research uses an empirical legal preparation method by examining 

effectiveness theory, decentralization theory, and strengthened by the concept of 

regional expansion. The preparation approach used in this research is juridical-

empirical. Based on the research object, data collection in this research was 

through interviews, observation and document analysis. 

 The results of this research reveal the ineffectiveness of expansion in 

Sukabumi Regency and its implications for prospective regions preparing for new 

autonomy. Research findings show that regional expansion in Sukabumi Regency 

is basically driven by the inequality and disparity that occurs in the southern region 

and the northern region of Sukabumi Regency, in the southern region itself, 

especially the Pajampangan section, is considered to be lagging behind compared 

to the northern region of Sukabumi Regency, then for the efficiency of Government 

administration because Sukabumi Regency is considered too large and too dense. 

Keywords: Efectiveness, Regional Expansion, Impact.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemekaran daerah ialah hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang terkait 

pembentukan wilayah administratif baru di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten 

berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menentukan 

bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah 

kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian 

daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah 

baru.1 Dijelaskan juga bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan 

Otonomi Daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan Daerah 

Otonomi bisa dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai 

dengan perkembangan daerah. Pemekaran daerah tentu saja secara terus-menerus 

berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan 

dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Sebelumnya, tata cara pembentukan, pembubaran, dan penggabungan 

daerah diatur dalam PP No 129 Tahun 2000 yang diganti dengan PP No 78 Tahun 

2007. Dalam perkembangannya, banyak daerah hasil pemekaran yang belum diakui 

atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan 

masalah baru sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana status daerah yang 

dimekarkan, namun tidak mencapai tujuan pemekaran daerah itu sendiri? 

 
 1 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam 

tentang proses pemekaran daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Serta solusi regulasi bagi daerah otonom yang baru saja 

dimekarkan namun dinyatakan gagal dalam pelaksanaan otonomi daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemekaran kabupaten Sukabumi adalah sebuah rencana atau usulan untuk 

memecah wilayah Kabupaten Sukabumi yang berada di Provinsi Jawa Barat, 

Indonesia menjadi beberapa kabupaten atau kota baru. Rencana ini dilatarbelakangi 

dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah seperti pertumbuhan 

penduduk yang cepat, wilayah yang luas, dan potensi sumber daya alam yang besar 

di Kabupaten Sukabumi. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi, pada 

tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 2.536.611 

jiwa.2 Jumlah ini akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga 

menimbulkan kebutuhan akan pelayanan publik yang semakin meningkat. Selain 

itu, wilayah Kabupaten Sukabumi juga sangat luas, dengan luas wilayah mencapai 

sekitar 4.145 km². Kabupaten Sukabumi menjadi kabupaten terluas se-pulau Jawa 

dan Bali. Hal ini menyebabkan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak 

dapat tersedia secara efektif dan efisien di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. 

 
 2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis 

Kelamin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 (Registrasi)”, 

https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/70/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-

kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sukabumi-tahun-2017-registrasi-.html, diakses pada 16 

Maret 2023 pukul 11.00 WIB. 

https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/70/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sukabumi-tahun-2017-registrasi-.html
https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2018/11/24/70/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sukabumi-tahun-2017-registrasi-.html
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Oleh karena itu, pemekaran Kabupaten Sukabumi dianggap sebagai salah satu 

solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. 

Sebelumnya memang Anggota DEP Gubernur Jawa Barat Bidang Calon Daerah 

Persiapan, yaitu Bayu Iskandar kepada Radar Sukabumi mengatakan, wilayah Jawa 

Barat ialah provinsi paling padat di Indonesia dengan luas wilayah 35.378 km 

persegi. Seharusnya, Provinsi Jawa Barat memiliki minimal 40 kabupaten dan kota. 

Sedangkan pada saat ini, Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten atau kota yang 

terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten.3 Dengan melakukan pemekaran Kabupaten 

Sukabumi, kedepannya diharapkan pemerintah dapat lebih fokus dan efektif dalam 

menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain 

sebagainya. 

Namun, rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi ini juga menuai banyak 

pro dan kontra. Beberapa pihak ada yang menolak rencana ini karena dianggap 

tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu alasan penolakan 

adalah terkait dengan potensi terjadinya konflik antar etnis yang dapat memicu 

ketidakstabilan wilayah. Selain itu, beberapa pihak juga mengkhawatirkan dampak 

ekonomi yang dapat terjadi akibat dari pemekaran wilayah. Sementara itu, beberapa 

pihak yang mendukung rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi menganggap 

bahwa pemekaran ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, seperti 

 
 3 Radarsukabumi.com, “Apa Kabar Pemekaran DOB Kabupaten Sukabumi Utara, Usai 

Pemerintah Mekarkan Tiga Provinsi Papua”, https://radarsukabumi.com/berita-utama/apa-kabar-

pemekaran-dob-kabupaten-sukabumi-utara-usai-pemerintah-mekarkan-tiga-provinsi-papua/, 

diakses pada 16 Maret 2023 pukul 11.20 WIB. 

https://radarsukabumi.com/berita-utama/apa-kabar-pemekaran-dob-kabupaten-sukabumi-utara-usai-pemerintah-mekarkan-tiga-provinsi-papua/
https://radarsukabumi.com/berita-utama/apa-kabar-pemekaran-dob-kabupaten-sukabumi-utara-usai-pemerintah-mekarkan-tiga-provinsi-papua/
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peningkatan kualitas pelayanan publik, lebih fokus dalam pembangunan wilayah, 

dan pembagian tugas yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dalam mengambil keputusan terkait rencana pemekaran Kabupaten 

Sukabumi, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan 

masyarakat, stabilitas wilayah, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. 

Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan untuk memastikan keputusan yang diambil merupakan solusi terbaik 

untuk masyarakat dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. 

Pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi sendiri, pada awalnya 

direncanakan akan dimekarkan menjadi tiga wilayah. Yaitu, wilayah Kabupaten 

Sukabumi Induk, Kabupaten Sukabumi Utara (KSU), dan Kabupaten 

Pajampangan. Pada konsep awal wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah 

yang diamanati SK Gubernur Nomor 31 Tahun 1990 untuk dimekarkan menjadi 2 

(dua) yaitu Kabupaten Palabuhanratu (Sukabumi I) dan Kabupaten Jampang 

(Sukabumi II).4 Tindak lanjut dari SK Gubernur tersebut awalnya mendapat respon 

baik dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi di tahun 2007 dengan 

dilakukannya penelitian oleh Pemerintah bersama LPM UNPAD. Dari hasil 

penelitian tersebut Kabupaten Sukabumi dapat dinyatakan layak dimekarkan 

menjadi 3 (tiga), yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Palabuhanratu, dan 

Kabupaten Pajampangan yang kemudian masuk ke dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2007-2010. Namun 

 
 4 SK Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990. 
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seiring berjalannya waktu, saat ini keberadaan calon daerah otonomi baru, baru 

diwacanakan hanya untuk Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten 

Pajampangan (Sukabumi Selatan) dan lagi ini masih panjang dan jauh 

perjalanannya. Sehingga, perlu perjuangan bersama agar daerah otonomi baru 

(DOB) tersebut bisa terwujud. Kalau dilihat dari urgensinya calon daerah otonomi 

baru Kabupaten Pajampangan ini sudah layak dibentuk karena kebutuhan 

masyarakat dalam mengakses pusat fasilitas pemerintahaan daerah Kabupaten 

Sukabumi yang berada di Palabuhanratu dan Kota Sukabumi sangatlah jauh butuh 

kurang lebih 4 jam perjalanan, tidak hanya itu seperti yang kita tahu wilayah 

benteng parahyangan barat ini atau yang biasa kita kenal dengan daerah 

Pajampangan memiliki wilayah geografis yang sangat terjal dan curam karena 

sebagian besar wilayahnya berada dibarisan perbukitan Pajampangan, dan lagi dari 

segi sosial budaya yang ada di daerah Pajampangan memiliki sedikit perbedaan 

dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi yang lainnya mulai dari aksen 

bahasa sunda yang berbeda dan hukum adat yang sedikit berbeda dengan 

masyarakat Sunda Parahyangan pada umumnya. Akan tetapi saat ini pemerintah 

lebih memprioritaskan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara terlebih dahulu dan 

menjadikan wilayah Sukabumi Utara menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi 

Baru. 

Namun, Perlu dipertanyakan kembali tentang keseriusan pemerintah 

terkait rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang sudah mencuat sejak 

tahun 90-an ini. Sampai saat ini proses pemekaran Daerah Otonomi Baru di 

Kabupaten Sukabumi masih menemui beberapa kendala terkait berbagai hal. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, maka  dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam 

melakukan pemekaran daerah? 

2. Faktor apa saja yang memengaruhi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi 

dalam melakukan pemekaran daerah dan dampaknya terhadap calon daerah 

persiapan otonomi baru? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan mengukur proses pemekaran wilayah Kabupaten 

Sukabumi yang diukur dalam tolak ukur efektivitas yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk menemukan urgensi dibentuknya calon daerah otonomi baru dalam 

memaksimalkan potensi dan peluang yang ada di wilayah tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, Hasil Penelitian ini kedepannya diharapkan agar dapat 

memberikan wawasan dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan 

Hukum Tata Negara, khususnya dengan hukum pemerintahan daerah yang 

berkaitan dengan pemekaran daerah. 



7 

 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi 

hukum, pemerintah, masyarakat umum khususnya mengenai persoalan 

pemekaran Kabupaten Sukabumi. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang “Efektivitas Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang Berdampak 

pada Urgensi Calon Daerah Persiapan Otonoomi Baru” berdasarkan  pencarian 

penulis belum pernah dilakukan. Untuk membuktikan orisinalitas  tulisan ini maka 

penulis membuat perbedaan dan persamaan dengan referensi  yang penulis gunakan 

sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Deden Taufik yang berjudul “Potensi 

dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Hubungannya Dengan Peraturan 

Pemerintah No.78 Tahun 2007 dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat.”5 Skripsi tersebut membahas tentang keinginan dari sebagian 

masyarakat di Kabupaten Sukabumi terhadap wacana pemekaran Daerah Otonomi 

Baru antara Kabupaten Sukabumi utara dan Kabupaten Sukabumi. Yang sampai 

saat ini belum terlaksana, adapun beberapa permasalahan yang dijawab pada 

penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan pengaturan pemekaran daerah 

otonomi baru di Indonesia, bagaimana potensi dan peluang terhadap pemekaran 

Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, lalu 

bagaimana implikasi pemekaran daerah otonomi baru terhadap kesejahteraan 

 
 5 Deden Taufik. “Potensi dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Hubungannya 

Dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat”. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015, hlm.4. 
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masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi 

yang saya buat adalah pada keterbaharuan data, skripsi Deden Taufik ini dibuat 

pada tahun 2014 dan belum menggunakan penyesuaian penelitian dengan undang-

undang terbaru tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, dan lagi titik fokus pada skripsi saya adalah apakah langkah-langkah 

yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam 

melakukan pemekaran di wilayahnya telah efektif dan apakah akan berdampak 

pada urgensi pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Pajampangan 

yang menjadi pembeda objek penelitiannya. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rosiful Amirudin dengan judul “Proses 

Pembentukan Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Upaya Pemekaran Kabupaten 

Cilacap.”6 Jurnal tersebut membahas bagaimana proses pembentukan Kabupaten 

Cilacap Barat melalui pemekaran Kabupaten; serta bagaimana kendala dan upaya 

dalam pemekaran Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang 

sebagai dasar awal melakukan analisis.  Sedangkan perbedaan dengan penelitian 

yang saya lakukan adalah pada objek penelitiannya ialah membahas tentang 

Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan juga karena titik fokus dari penelitian saya 

adalah efektivitas dari pemerintah daerah dalam melakukan pemekarannya maka 

saya menggunakan metode empiris dalam melakukan analisis. 

 
 6 Rosiful Amirudin. “Proses Pembentukan Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Upaya 

Pemekaran Kabupaten Cilacap”. Diponegoro Law Journal. Vol. 5. No. 4. (2016), hlm.1. 
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Ketiga, karya akademik yang ditulis oleh Setyardi Pratika Mulya dengan 

judul “Sumberdaya di Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi, Provinsi 

Jawa Barat: Perbandingan Kondisi Eksisting dan Potensi.”7 Penelitian ini bertujuan 

untuk: menganalisis tingkat pembangunan dan ketimpangan wilayah, 

mengidentifikasi komoditas unggulan di wilayah yang diusulkan pemekaran 

berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif, analisis ketersediaan lahan 

untuk pertanian, dan membandingkan potensi wilayah rencana perluasan pada 

kedua opsi tersebut. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek analisis yang 

dilakukan karena karya akademik tersebut lebih berfokus pada sumberdaya yang 

ada di wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya yang akan dimekarkan, sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan akan menggunakan kacamata bidang keilmuan 

hukum tata negara dengan subjek analisis bagaimana langkah-langkah dan 

kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam memekarkan 

wilayahnya. 

Keempat, karya akademik yang ditulis oleh Sopi Purnama Sariningsih 

dengan judul “STUDI PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU DI 

KABUPATEN SUKABUMI.”8 Tujuan penelitian karya akademik ini adalah untuk 

mengetahui kelayakan pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Sukabumi 

berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan fisik daerah untuk menjadi daerah 

 
 7 Setyardi Pratika Mulya. “Sumberdaya di Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten 

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat: Perbandingan Kondisi Eksisting dan Potensi”. Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Agribisnis UNS. Vol. 5, No. 1. (2021), hlm.626. 

 8 Sopi Purnama Sariningsih. “STUDI PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU DI 

KABUPATEN SUKABUMI”. Skripsi. Universitas Pasundan. 2018, hlm.i. 
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otonom baru agar pembentukan daerah berjalan semestinya. Persyaratan teknis 

meliputi faktor-faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah, antara lain faktor 

kinerja ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, 

luas wilayah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang mempengaruhi 

penyelenggaraan izin daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif 

analisis kelayakan berdasarkan faktor dan indikator persyaratan teknis. Sedangkan 

pembeda dengan penelitian yang saya lakukan adalah titik fokus dari penelitian 

saya tidak hanya pada efektivitas dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi 

dalam melakukan pemekaran namun juga akan dampaknya pada urgensi 

pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Pajampangan dan juga 

penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode empiris. 

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ichwan Santosa “Analisis Dampak 

Tuntutan Pemekaran Terhadap Kapasitas Institusi Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi”.9 Skripsi ini membahas tentang Kabupaten Sukabumi yang dinyatakan 

layak dimekarkan menjadi tiga daerah otonom baru. Sayangnya, rencana ini tidak 

memperhitungkan kapasitas Instansi Kabupaten Sukabumi yang secara khusus 

mengatakan punya banyak Kelemahan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap 

kapasitas lembaga pemerintah Kabupaten Sukabumi? Teknik analisis kualitatif 

digunakan dalam penelitian ini dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah Kelembagaan dan peningkatan 

 
 9 Ichwan Santosa. “Analisis Dampak Tuntutan Pemekaran Terhadap Kapasitas Institusi 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi”. Skripsi. Universitas Indonesia. 2008, hlm.ix. 
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kapasitas, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan Pengembangan kapasitas 

sebagai bagian dari perluasan dan penataan wilayah. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian yang saya lakukan adalah saya akan mengembangkan teori yang 

berkaitan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemekaran di wilayahnya untuk 

mengerucutkan efektif tidaknya hal itu, dan apakah akan berdampak pada urgensi 

pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Pajampangan yang menjadi 

pembeda objek penelitiannya. Karena titik fokus dari penelitian saya adalah 

efektivitas dari pemerintah daerah dalam melakukan pemekarannya maka saya 

menggunakan metode empiris dalam melakukan analisis. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Efektivitas 

Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan 

operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan 

dilakukan, seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. 

Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang  dilakukan sesuai rencana, dapat 

dikatakan efektif tanpa  waktu, tenaga dan perubahan. Di sisi lain, efektivitas 

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan 

pemerintah daerah dapat melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan berbagai permasalahan dalam 
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pelaksanaan otonomi daerah. Berikut beberapa pandangan para ahli terkait 

teori efektivitas: 

Sondang P. Siagian yang berpendapat bahwa efektivitas adalah 

penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang 

secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang 

atas jasa  yang diberikannya.10 Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan 

tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan  mendekati tujuan, ini berarti 

efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas 

sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai 

tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu 

yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan 

menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu 

yang ditentukan. 

 Menurut Abdulrahmat efektivitas ialah memanfaatkan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah secara sadar ditentukan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan yang tepat pada 

waktunya.11 

2. Teori Desentralisasi 

 
 10 Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 

2002), hlm 20. 

 

 11 Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 92. 
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Untuk teori desentralisasi, umumnya para ahli mempertimbangkan dan 

memberikan konsep tentang teori desentralisasi, namun para ahli tersebut 

belum memiliki kesepakatan diantara mereka dan para ahli tersebut 

merumuskan pendapatnya sebagai berikut: 

Bhenyamin Hoessein mengemukakan: “Desentralisasi merupakan 

pembentukan daerah otonom baru dan atau penyerahan wewenang 

pemerintahan pusat kepada selaku pemerintah daerah”.12 

 Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefenisikan 

dengan banyak cara. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara literatur kata 

desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: de yang 

berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Makna literatur dari 

desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, 

desentralisasi ialah penyerahan wewenang kekuasaan pemerintahan dari pusat 

kepada daerah. Desentralisasi merupakan staatkundige decentralisatie 

(desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi 

politik), bukan ambtelijke decentralisatie, seperti halnya dekonsentrasi.13 

 
 12 Bhenyamin Hoessein, Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah 

Tingkat II : Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Admistrasi Negara. 

(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 1993), hlm. 80. 

 

 13 RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di 

Indonesia. (Bina Cipta, Bandung. 1979). Dikutip kembali oleh M. Laica Marzuki Dalam Berjalan-

Jalan Di Ranah Hukum. (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 

2006), hlm. 151. 
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 Lebih jauh lagi Amrah Muslimin mengelompokan desentralisasi 

menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan14. 

Desentralisasi politik ialah melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat, 

yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi 

badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-

daerah tertentu. Desentralisasi fungsionil ialah memberikan hak dan 

kewenangan pada golongan-golongan, mengurus suatu macam atau golongan 

kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti hal nya 

mengurus kepentingan irigasi bagi golongan petani dalam suatu atau beberapa 

daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan yaitu pemberian hak pada 

golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan 

kebudayannya sendiri (mengatur pendidikan dan agama). 

 Beberapa makna muncul dari definisi yang diberikan oleh beberapa 

ahli tersebut. Pertama, pembentukan daerah otonom merupakan bagian dari 

desentralisasi. Kedua, otonomi daerah baru dibentuk dan diberi tanggung 

jawab khusus oleh pemerintah pusat. Ketiga, desentralisasi juga berarti 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Keempat, Kekuasaan diberikan 

kepada kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan di 

wilayahnya. 

 Pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan adanya pembagian 

 
 14 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. (Bandung: Alumni. 1986), 

hlm. 5. 
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urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Pembagian 

urusan pemerintahan didasarkan pada anggapan bahwa selalu ada urusan 

pemerintahan yang berbeda-beda yang tetap sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintah. Urusan pemerintahan menyangkut kelangsungan hidup bangsa 

dan negara. Ada juga urusan pemerintahan yang bisa ditangani bersama oleh 

pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan 

daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, 

pemenuhan mata pencaharian, dan prasarana dasar lingkungan, sedangkan 

urusan pilihan adalah urusan yang berkaitan dengan potensi unggulan dan 

kekhususan daerah.15 

3. Konsep Pemekaran Wilayah 

Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah, 

reformasi teritorial atau reformasi administrasi yaitu pengaturan besaran, 

bentuk dan hirarki satuan-satuan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan 

politik dan administrasi. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, 

penggabungan, dan penghapusan daerah. Perrazzi berpendapat bahwa grand 

strategy otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan 

beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari 

itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi 

 
 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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daerah di negara bersangkutan.16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan perlunya daerah baru yang 

dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, kepada masnyarakat guna 

mewujudkan kesejahteraan masnyarakat.  

Selain memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan 

Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah seharusnya tidak 

sembarangan dan juga harus memperhatikan keputusan ini. Keputusan 

pemerintah ini menetapkan bahwa pembentukan daerah otonom baru 

dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut: kemampuan 

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas 

wilayah dan faktor lainnya yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan 

prasarana, wilayah kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi 

daerah yang diharapkan17.  

Berikut beberapa faktor teoritik yang harus diperhatikan dalam 

pemekaran wilayah: 

a. Administrasi: dari segi administrasi, perlunya desentralisasi adalah 

membangun hubungan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi 

pelaksana di wilayah kerja atau wilayah untuk berbagai tugas. Organisasi 

perangkat daerah berorientasi pada setiap kegiatan yang dilakukan di suatu 

 
 16 Yana S. Hijri, Politik Pemekaran di Indonesia, (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 39. 

 

 17 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. 
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wilayah, sehingga memerlukan wilayah kerjanya sendiri. Dipercayai bahwa 

daerah yang diberi status otonom atau desentralisasi meningkatkan 

manajemen dan penyampaian layanan kepada masyarakat, karena 

desentralisasi dapat menawarkan peluang untuk penyesuaian administrasi 

dan layanan dengan karakteristik daerah yang berubah sebagai akibat dari 

perbedaan geografis.  

b. Politik: sebenarnya, keharusan pembentukan daerah otonom pada awalnya 

tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi 

merupakan hasil tarik menarik atau konflik politik antara daerah dan pusat.18 

Keanekaragaman budaya, pembangunan ekonomi yang tidak merata, 

perbedaan etnis dan loyalitas asli yang kuat selalu menciptakan tekanan 

yang tidak dapat ditahan oleh desentralisasi. Pembagian kekuasaan 

antartingkat pemerintahan atau kepala daerah otonom dan keputusan 

kelembagaan untuk melakukan desentralisasi merupakan hasil dari proses 

politik yang diawali dengan keputusan kelompok yang seringkali memiliki 

identitas teritorial. Dimensi politik dalam regionalisasi atau desentralisasi 

adalah pemerintah daerah sebagai bagian dan dasar pengakuan suatu 

kelompok masyarakat sebagai entitas politik. Sebagai bagian dari landasan 

kesetaraan dan kebebasan politik. Pemerintahan daerah bukan sekedar 

mekanisme tetapi ekspresi dari kelompok masyarakat lokal. Oleh karena itu, 

idealnya desentralisasi berbasis komunitas masyarakat. Teori politik dalam 

 
 18 S.H. Sarundajang, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2003), hlm. 76-82. 
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pembentukan daerah otonom, jika dicermati lebih dalam, sebenarnya 

merujuk pada teori masyarakat dan wilayah. Menurut teori ini, keberadaan 

suatu komunitas di suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan rasa aman, 

tenteram, dan kepastian adanya sumber daya yang menjamin kelangsungan 

hidup dan reproduksi sosialnya. Lambat laun ikatan antara masyarakat 

dengan wilayahnya menjadi sangat dalam sehingga menciptakan identitas 

sosial tersendiri bagi masyarakat tersebut. 

c. Geografi: geografi pembentukan daerah otonom merupakan variabel yang 

terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat dari munculnya 

ikatan bermotif politik antara orang-orang yang tinggal di suatu daerah. 

Ikatan bermotif politik ini, latar belakang geografis unit dihubungkan oleh 

ikatan politik, kekuatan atau kelemahan ikatan tergantung pada tarikan 

politik dari keberadaan unit komunitas sebagai entitas politik. Yang paling 

penting adalah aspek geografis. Sekilas, kesan keseluruhannya mungkin 

tidak terlalu kuat. Namun, dengan berkembangnya faktor eksternal yang 

memicu rasa kebersamaan tersebut, dorongan untuk mengeksplorasi ikatan 

tersebut kembali muncul. Berbagai kasus perpecahan yang terjadi saat ini 

memang berkaitan dengan aspek politik. Geografi menjadi batas yurisdiksi 

wilayah yang ditempati oleh sekelompok orang, yang merupakan prasyarat 

untuk membentuk daerah otonom. Realitas geografis memiliki pengaruh 

yang kuat, dapat dilihat dalam berbagai aspek dan bersifat universal, 
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sehingga dijadikan sebagai daerah otonom19. Konsep pemberian 

kewenangan kepada daerah didasarkan pada adanya sekumpulan penduduk 

yang bertempat tinggal di suatu daerah yang kelompok tersebut memiliki 

perbedaan dan kepentingan. Perbedaan geografis tidak hanya menjadi dasar 

terbentuknya kesamaan identitas suatu kelompok, tetapi juga perbedaan 

karakteristik daerah, permasalahan dan kewenangan masing-masing daerah 

otonom. Mulai dari geografi, daerah memiliki karakteristik, kondisi dan 

kepentingan lokal, serta permasalahan yang terbentuk dari karakteristik 

geografisnya yang berbeda. 

d. Sosial Budaya: budaya dan etnik selalu menjadi bagian sosial suatu wilayah, 

berdasarkan sejarah dan terdiri dari unsur-unsur yang berbeda antara satu 

etnik dengan etnik lainnya, sehingga secara politis ikatan persatuan 

masyarakat menjadi lebih kuat. Aspek ini terkait langsung dengan masalah 

etnis dan mungkin agama. Faktor ini sebenarnya juga berkaitan dengan 

faktor geografis karena faktor etnis tidak dapat terjadi sendiri. Pembentukan 

identitas etnis merupakan proses yang sangat panjang yang terkait langsung 

dengan faktor geografis dan demografis.20 Meskipun demikian, etnis atau 

komunitas tertentu seringkali lebih merupakan komunitas moral dan politik 

daripada sekadar sekelompok orang keturunan atau bahasa. Faktor-faktor 

yang memberikan tekanan politik atau ekonomi dapat lebih lanjut 

 
 19 Kotan Y, Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara, (Yogyakarta: 

Univ. Atmajaya), 1998, hlm. 38. 

 20 Syaukani HR, Afan Gaffar & Ryass Rasjid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 235. 
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mendorong dominasi etnis dari komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah 

suatu komunitas, agama, bahasa, dan budaya tradisional, membedakan atau 

membedakan antara anggota satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

Tak jarang, polarisasi etnis berujung pada upaya perebutan sumber daya 

komunitas etnis tertentu dari komunitas yang lebih besar. 

e. Ekonomi: pembangunan ekonomi merupakan proses yang dinamis untuk 

mencapai kesejahteraan rakyat pada tingkat yang lebih tinggi dan sejahtera. 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan agar dapat 

dirasakan oleh masyarakat luas atau oleh masyarakat dalam skala yang lebih 

kecil atau terbatas (lokal). Pelaksanaan pemekaran wilayah atau regional 

turut mempengaruhi arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. 

Dalam otonomi daerah (asas desentralisasi), rencana pembangunan 

ekonomi daerah selanjutnya lebih memperhatikan potensi dan keistimewaan 

daerah. Sedangkan perencanaan nasional lebih bersifat makroskopik, hanya 

memberikan arahan dan rekomendasi yang bersifat umum agar 

pembangunan daerah dapat dikoordinasikan secara efisien.21 Pengaruh 

pusat terhadap pembangunan daerah semakin berkurang dan daerah 

semakin mendapat kekuasaan untuk mengendalikan pembangunan di 

daerahnya masing-masing, sehingga sistem perencanaan pembangunan 

daerah yang bersifat sektoral dalam suatu daerah berubah menjadi bersifat 

regional. 

 
 21 Syaukani HR, Afan Gaffar & Ryass Rasjid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 191. 
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f. Demografi: demografi merupakan faktor yang beranggapan bahwa 

homogenitas penduduk akan mendorong munculnya kesatuan politik di 

antara penduduk. Masyarakat dengan populasi homogen akan menunjukkan 

tingkat kesatuan politik yang lebih tinggi daripada masyarakat heterogen. 

Ketika faktor heterogenitas ini disandingkan dengan unit-unit geografis, 

maka pembentukan unit-unit komunitas tersebut secara politis menjadi lebih 

kuat dan secara langsung mendorong seruan pembentukan daerah. 

Pembagian suatu daerah menjadi bentuk pemerintahan otonom selalu 

dikaitkan dengan daerah yang dapat dikenali dan penduduk di dalamnya 

dibentuk menjadi unit sosial ekonomi yang alami. Secara umum, mereka 

berbagi perasaan dan identitas yang sama. Membangun daerah otonom yang 

memperhatikan persoalan masyarakat secara serius. Di banyak negara 

memiliki legitimasi yang tinggi. Suatu wilayah dibagi berdasarkan besar 

kecilnya komunitas dan perasaan atau sikap orang-orang yang tinggal dan 

bekerja di dalamnya. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan atau 
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dengan cara observasi, wawancara, maupun pengukuran dalam rangka 

mengumpulkan informasi.22 

2. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu 

penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan 

memaparkan suatu permasalahan dengan mengumpulkan, menyusun dan 

menganalisis data suatu penelitian.23 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu pendekatan dengan 

menggabungkan analisis normatif dengan fakta di lapangan dengan cara 

pengumpulan data secara empiris sehingga dapat memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif dalam memahami suatu permasalahan hukum.24 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer : sumber data primer merupakan sumber data utama 

yang mempunyai sifat mengikat. Sumber data primer pada penelitian ini 

 
 22 Syahrum, Muhammad, 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian 

Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Bengkalis, Riau. 

DOTPLUS, hlm. 8-9. 

 

 23 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum (Vol. 5, 

No.3, 2006), hlm. 19. 

 

 24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 72. 
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menggunakan hasil penelitian di lapangan dengan melalui wawancara, 

observasi, kuisioner ataupun studi dokumen.25 

b. Sumber Data Sekunder: merupakan bahan hukum yang memiliki sifat 

yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

risalah  perundang-undangan, tulisan dari para ahli hukum, buku, jurnal  

artikel, dan literatur pustaka lainnya yang berkaitan dengan  

permasalahan yang dibahas.  Sumber hukum pada penelitian ini 

menggunakan, antara lain: 

i. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

iii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

iv. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. 

c. Sumber Data Tersier: berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, 

literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Pengolahan dan analis data dimaksudkan untuk mengurai dan mengambil 

kesimpulan atas data yang diperoleh. Tujuan utama dari analisis data adalah 

 
 25 Nitaria Angkasa, dkk. Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar (Lampung: 

CV. Laduny Allifatama, 2019), hlm. 93-94. 
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untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah 

ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari 

dan diuji. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data kualitatif, 

sehingga  analisis  yang diterapkan oleh peneliti adalah metode deduksi. 

Yaitu metode yang didasarkan pada asas-asas  yang bersifat umum untuk 

menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori-teori yang 

bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.26 Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. 

Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

 Dengan kata lain penelitian dengan teknik analisis data deskriptif  ialah 

analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah sebagaimana adanya untuk diambil kesimpulannya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang merupakan 

satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang bertujuan 

untuk memudahkan pembaca dalam melihat seluruh gambaran dari penelitian ini. 

Upaya untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh kepada 

 
 26 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 71. 
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pembaca dalam memahami isi dari (skripsi) ini, maka penulis akan menguraikan 

secara singkat sistematika yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, berisi mengenai teori yang digunakan yaitu teori efektivitas 

untuk menjadi tolak ukur dalam tema masalah yang diangkat, teori desentralisasi, 

juga teori dan konsep pemekaran daerah. 

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai pemerintah daerah 

Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari rencana dan pelaksanaan sebenarnya 

mengenai pemekaran daerah di Kabupaten Sukabumi. 

Bab keempat berisi hasil analisis mengenai pemekaran daerah di 

Kabupaten Sukabumi terhadap ketidakpastian yang terjadi dan dampaknya 

terhadap urgensi calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang berisi analisis bab-bab sebelumnya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas Proses Pemekaran di Kabupaten Sukabumi 

Efektivitas proses pemekaran di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari 

dinamika politik dan hukum dalam proses pemekaran di Kabupaten 

Sukabumi mencakup sejumlah elemen yang memengaruhi langkah-langkah 

pemekaran wilayah tersebut. Proses pemekaran wilayah di Indonesia saat 

ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Namun dalam hal ini belum mencakup persyaratan 

dan prosedur yang harus diikuti untuk melakukan pemekaran karena belum 

adanya aturan turunan atau peraturan pemerintah seperti Peraturan 

Pemerintah No. 78 Tahun 2007 yang digunakan sebagai aturan turunan atau 

peraturan pelaksanaan dari undang undang tentang pemerintahan daerah 

terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.  

Dinamika politik dan hukum seperti ini baik yang terjadi di 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pastinya bersifat kompleks 

dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Penting 

untuk memastikan bahwa proses pemekaran dilakukan secara transparan, 

inklusif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencapai 
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tujuan pembentukan wilayah baru dengan dampak yang positif bagi 

masyarakat dan pemerintahan setempat. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa pemekaran di Kabupaten Sukabumi belum berjalan dengan efektif. 

Sejumlah temuan dan bukti yang telah dipaparkan dalam karya akademik 

ini mendukung kesimpulan ini. Penting untuk dicatat bahwa meskipun 

pemekaran di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi berbagai tantangan, 

bukan berarti bahwa pemekaran ini tidak memiliki potensi untuk mencapai 

efektivitas di masa depan. Evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan dapat 

membantu mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan dampak positif 

pemekaran bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan tindakan 

perbaikan terus-menerus sangat diperlukan untuk memastikan pemekaran 

di Kabupaten Sukabumi dapat mencapai efektivitas sesuai dengan tujuan 

awalnya. 

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terjadinya Pemekaran Wilayah 

di Kabupaten Sukabumi 

Keinginan yang mendasari terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten 

Sukabumi, seperti pemekaran wilayah di tempat lainnya, dapat dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mendasari 

terjadinya pemekaran wilayah di Kabupaten Sukabumi di antaranya ialah 

mencakup pertumbuhan penduduk, ketidaksetaraan regional, peningkatan 

pelayanan publik, identitas lokal, kepentingan politik, desentralisasi 
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pemerintahan, potensi ekonomi yang kurang terwadahi, tuntutan dan 

aspirasi masyarakat.  

Namun dibalik keinginan dan faktor pendukung agar terjadinya 

pemekaran di Kabupaten Sukabumi ternyata muncul juga faktor 

penghambat yang membuat pemekaran ini belum bisa terealisasi, terbitnya 

moratorium pemekaran daerah menjadi salah satu faktor krusial yang 

memengaruhi proses pemekaran di Kabupaten Sukabumi. Moratorium 

pemekaran daerah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang membatasi 

atau menunda proses pemekaran daerah baru. Kebijakan ini diterapkan 

dalam rangka mengendalikan pertumbuhan jumlah daerah otonomi di 

Indonesia. Pada tahun 2006 pemerintah pusat mengeluarkan moratorium 

pemekaran daerah untuk mengevaluasi dampak pemekaran yang telah 

terjadi dan merencanakan lebih lanjut agar pemekaran daerah yang terjadi 

telah sesuai dengan tujuan awal dari pemekaran itu sendiri. Ada indikasi 

juga bahwa pemerintah pusat memberlakukan moratorium ini karena 

terdapat keprihatinan terhadap terciptanya produk gagal dari beberapa 

pemekaran daerah yang telah terjadi dan potensial mengganggu stabilitas 

administratif dan politik di tingkat lokal dan nasional. 

Hingga saat ini perintah Moratorium dari pemerintah pusat belum 

juga dicabut dan masih diberlakukan kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu 

seperti Papua. Saat moratorium diberlakukan, proses pemekaran wilayah 

baru di Kabupaten Sukabumi atau di daerah lainnya harus ditunda. Ini 

berarti bahwa usulan pemekaran yang sudah diajukan atau sedang dalam 
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proses persetujuan mungkin harus menunggu hingga moratorium dicabut. 

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah ini 

dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah 

pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Kabupaten Sukabumi 

perlu memantau perkembangan kebijakan ini dan berkomunikasi dengan 

pemerintah pusat untuk memahami implikasinya terhadap proses 

pemekaran di wilayah mereka. 

Selain itu akibat dari tertundanya rencana pemekaran ini 

mengakibatkan perpindahan rencana dari masa kepemimimpinan yang satu 

ke yang lain, perbedaan masa kepemimpinan ini juga memiliki skala 

prioritas yang berbeda dalam melakukan program kerja, ada kalanya 

beberapa Bupati Kabupaten Sukabumi yang pernah memimpin selama 

periode perpindahan rencana pemekaran ini tidak terlalu memprioritaskan 

rencana Pemekaran, sehingga pemekaran Kabupaten Sukabumi belum 

terealisasi, hal seperti ini menjadikan faktor dinamika politik dalam skala 

internal menjadi lebih krusial lagi bila di masa depan rencana pemekaran 

Kabupaten Sukabumi terus terbengkalai. 

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas terjadilah interaksi 

dan saling memengaruhi sebagai dasar dalam menentukan keputusan untuk 

melakukan pemekaran di Kabupaten Sukabumi. Namun dari semua hal itu 

tentu saja keputusan pemekaran di Kabupaten Sukabumi harus 

mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, pelayanan 

publik, dan stabilitas politik secara keseluruhan. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian dari hasil pembahasan yang telah dituangkan dalam karya 

akademik ini disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melakukan 

evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pemekaran wilayah. Evaluasi ini dapat 

mencakup aspek-aspek seperti pelayanan publik, ketahanan pemerintahan, dan 

kualitas hidup masyarakat di wilayah yang terlibat dalam pemekaran. Hasil evaluasi 

dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan yang lebih baik di 

masa depan. 

Terkait daerah yang sudah matang dan siap untuk dimekarkan maka 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus mendorong pemberdayaan daerah 

persiapan otonomi baru, karena itu adalah kunci untuk meningkatkan urgensinya. 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan dukungan teknis, sumber 

daya, dan pelatihan untuk memastikan bahwa wilayah baru memiliki kapasitas 

administratif yang cukup untuk mengelola diri mereka sendiri. 

Pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Sukabumi nantinya juga 

dapat membawa perubahan dalam dinamika politik lokal. Disarankan agar 

pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi bekerja sama untuk memastikan 

stabilitas politik dan konsolidasi politik yang sehat di wilayah yang terlibat dalam 

pemekaran. Mengingat bahwa pemekaran juga dapat memengaruhi hubungan 

antarwilayah, penting bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk 

mempromosikan kerjasama regional yang baik. Ini dapat mencakup kerjasama 

dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian 

masalah bersama. 
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Terkait aspirasi masyarakat mengenai persoalan pemekaran daerah 

otonomi baru di Kabupaten Sukabumi, masyarakat setempat perlu diberikan 

edukasi dan informasi tentang dampak, manfaat, dan tantangan pemekaran. Ini akan 

membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pemekaran dan 

mengurangi potensi konflik. Sebagai saran akhir, penelitian lanjutan dapat 

dilakukan untuk lebih mendalam memahami efek pemekaran dan urgensinya di 

Kabupaten Sukabumi. Harapannya juga studi ini dapat membantu dalam perbaikan 

kebijakan dan pengambilan keputusan di masa depan. 

Sejatinya bila pemekaran belum bisa terealisasi hingga kini, maka 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu memfokuskan upaya pada pengoptimalan 

pelayanan publik di wilayah yang baru dan yang sudah ada. Dalam rangka 

meningkatkan urgensinya, pelayanan publik harus efisien, mudah diakses, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
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